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ABSTRAK

Nama . Nastia Rini
Program Studi . llmu Administrasi Negara
Judul : Peranan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pegawai Negeri Sipil (JPK-PNS) dalam Memenuhi
Kebutuhan Pelayanan Kesehatan PNS Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta

Askes Sosial dinilai belum maksimal dalam memenuhi kebutuhan pelayanan
kesehatan PNS Pemerintah Provinsi DKl Jakarta yaitu hanya sebesar 5-22 %
sehinggacost sharingyang harus ditanggung PNS sendiri masih cukup besar.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat program JPK-PNS sejak 22
Juni 2011. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peranan JPK-PNS
dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan PNS Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain
deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa JPK-PNS berperan dalam
memberikan kepastian jaminan kesehatan kepada PNS Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta. JPK-PNS telah digunakan oleh PNS dan berkontribusi besar dalam
menanggung biaya kebutuhan pelayanan kesehatan PNS vyaitu kurang lebih
sebesar 23-81 %.

Kata kunci: peranan, pelayanan kesehatan PNS, Program Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Pegawai Negeri Sipil (JPK-PNS)
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ABSTRACT

Name . Nastia Rini
Department . Public Administration
Title : The Role of Health Safeguard Warranty of Civil

Servants (JPK-PNS) to Fulfilling the Need of Health
Service of PNS of Government DKI Jakarta Province.

Social health insuranceAg¢kes Sosialis considered not maximally used to
fulfilling the needs of health service of Civil ServanBNS) of Province DKI
Jakarta which is only about 5-22% so that the cost sharing that they have to bear is
still a large amount. For that matter, the government of DKI Jakarta Province
makes a program called Health Safeguard Warranty of Civil SernHPKSENS)

in June 1T 2011. The purpose of this research is to show the ralBPNS in

order to fulfilling the needs of health service ®INS of Province DKI Jakarta.
This research used of qualitative approach with descriptive design. The result of
this research shows thalPK-PNS plays a role in providing a certainty of health
insurance to Civil Servants of Government DKI Jakarta ProvidleE-PNS has

been used bPNS and give big contribution in bearing the cost of health service
needs of PNS, in this matter the cost sharingsiies Sosialhich is more or less
23-81%.

Keywords: Health Safeguard Warranty of Civil Servants Program, health service
needs of PNS, role
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BAB 1
PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah dan
pokok permasalahan atas tema penelitian ini yaitu tentang peranan Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil (JPK-PNS) dalam Memenuhi
Kebutuhan Pelayanan Kesehatan PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu
dalam bab ini juga akan dijabarkan mengenai tujuan penelitian, signifikansi

penelitian, sistematika penulisan dan batasan masalah.

1.1.  Latar Belakang Masalah

Roda kehidupan di bumi tidak terlepas dari adanya organisasi, baik
organisasi kecil sampai dengan organisasi besar, organisasi informal ataupun
organisasi formal. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan
berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya juga
dikelola dan diurus oleh manusia. Manusia dengan potensi dan kelebihannya
merupakan salah satu sumber daya dan penggerak utama dalam organisasi untuk
mencapai tujuan organisasi yang disebut dengan Sumber Daya Manusia (SDM).
SDM menurut Nawawi (2000:40) meliputi tiga pengertian di antaranya manusia
yang bekerja di lingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja,
pegawai atau karyawan); potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam
mewujudkan eksistensinya; dan potensi yang merupakan aset dan berfungsi
sebagai modal (non material/nonfinansial) di dalam organisasi bisnis, yang dapat
diwujudkan menjadi potensi nyata (real) secara fisik dan nonfisik dalam
mewujudkan eksistensi organisasi. Tanpa adanya SDM, organisasi hanya akan
menjadi benda mati yang tidak berguna. SDM memiliki posisi strategis dalam
organisasi, artinya unsur manusia memegang peranan penting dalam melakukan
aktivitas untuk mencapai tujuan (Rosidah, 2009:11).

Negara merupakan organisasi yang sangat besar dan kompleks. Negara
Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan

rakyat seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Saat ini jumlah
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penduduk Indonesia dalam pendataan penduduk oleh Kementerian Dalam Negeri
terhitung 31 Desember 2010 mencapai 259.940.857, terdiri atas 132.240.055 laki-
laki dan 127.700.802 perempuan (http://regional.kompas.com: 19 September
2011). Hal tersebut membuat pemerintah harus bekerja keras dengan
mengandalkan SDM yang berkualitas dan berkomitmen tinggi untuk mencapai
kesejahteraan rakyat yang jumlahnya tidak sedikit tersebut.

SDM atau tenaga kerja yang menjadi modal utama Pemerintah Republik
Indonesia dalam melaksanakan tugas pemerintahannya dan menjalankan
pembangunan nasional serta mencapai tujuan negara salah satunya adalah
Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat PNS). Menurut Undang-Undang
No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pegawai Negeri adalah warga negara
Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh
pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, dan
diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Sebagai aparatur negara yang sangat diandalkan untuk
mengemban tugas pemerintah, PNS harus dikelola dengan baik agar kualitas PNS
akan menjadi baik sehingga pencapaian tujuan akan menjadi semakin baik pula.
Hal ini terkait dengan Manajemen Sumber Daya Manusia (selanjutnya disingkat
MSDM). Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan,
kompensasi, pengintegrasiaan, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja
dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan secara terpadu
(Umar, 2005: 3). MSDM yang baik ditujukan kepada peningkatan kontribusi yang
dapat diberikan oleh para pekerja dalam organisasi ke arah tercapainya tujuan
organisasi.

MSDM dalam hal ini manajemen PNS dijelaskan dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang
menyatakan bahwa manajemen PNS adalah keseluruhan upaya-upaya untuk
meningkatkan efisiensi, efektifitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan

tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan,
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pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan
pemberhentian. Manajemen PNS diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan
tugas pemerintahan dan pembangunan secara berhasilguna dan berdayaguna.
Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan
tersebut, diperlukan PNS yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil
melalui pembinaan yang diilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan
sistem karir yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.

Salah satu cara manajemen untuk meningkatkan prestasi kerja, motivasi,
dan kepuasan kerja adalah melalui kompensasi. Kompensasi menurut Hasibuan
(2002: 118) adalah semua pendapatan yang berbentuk uang atau barang, langsung
atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang
diberikan kepada perusahaan. Kompensasi merupakan salah satu fungsi yang
penting dalam (MSDM) karena kompensasi merupakan salah satu aspek yang
paling sensitif di dalam hubungan kerja (Sutrisno, 2011:181). Sebelum
kompensasi diberikan, terlebih dahulu dilakukan proses kompensasi, yaitu suatu
jaringan berbagai sub-proses untuk memberikan balas jasa kepada karyawan
untuk pelaksanaan pekerjaan dan untuk memotivasi mereka agar mencapai tingkat
prestasi yang diinginkan. Kompensasi terdiri dari kompensasi yang bersifat
finansial dan kompensasi nonfinansial yang tidak secara langsung berkaitan
dengan prestasi kerja (Umar, 2005: 16). Kompensasi finansial dibagi menjadi dua
yaitu kompensasi finansial langsung dan kompensasi finansial tidak langsung.
Menurut Mondy (2003: 442), kompensasi finansial langsung adalah pembayaran
berbentuk uang yang karyawan terima secara langsung dalam bentuk gaji/upah,
tunjangan ekonomi, bonus, dan komisi; dan kompensasi finansial tidak langsung
adalah termasuk semua penghargaan keuangan yang tidak termasuk kompensasi
langsung. Wujud dari kompensasi tak langsung meliputi program asuransi tenaga
kerja, pertolongan sosial, pembayaran biaya sakit (berobat), cuti, dan lain-lain.
Salah satu dari kompensasi finansial tidak langsung yaitu berkaitan dengan
asuransi atau jaminan pemeliharaan kesehatan.

Kesehatan merupakan hak dasar individu, begitu pula dengan PNS
kesehatan merupakan suatu hal yang sangat penting dan menjadi prioritas. Ketika

PNS sakit maka pekerjaan dan kinerjanya secara langsung maupun tidak langsung
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akan terganggu. Sebaliknya ketika PNS sehat dan terjamin dalam pemenuhan
kesehatannya pasti PNS akan bekerja dengan baik dan tenang tanpa memikirkan
pembiayaan kesehatannya. Di lain pihak, kebutuhan pelayanan kesehatan terus

meningkat, dan perkembangan teknologi kedokteran yang tidak diimbangi dengan

dana yang cukup menjadi suatu masalah dalam pelayanan kesehatan. Berikut
adalah daftar pembiayaan kesehatan di Negara-Negara ASEAN dan SEARO:

Tabel 1.1 Pembiayaan Kesehatan di Negara Negara ASEAN dan SEARO
Tahun 2007

)] @) 3) (C)) (5) (6) @)
1 o 24 81,5 18,5 6,7 958
Darussalam
2 | Filipina 39 347 65,3 6,7 45
3 | Kamboja 59 29 71 11,2 31
4 | Laos 4 18,9 81,1 3,7 16
5 | Malaysia 4,4 444 55,6 6,9 268
6 Singapura 3,1 32,6 67,4 7,2 536
7 Vietnam 60,7 8,7 72
8 Indonesia 6,2 44
9 Myanmar @_0,9 2
10 | Thailand 8 13,1 209
11 | Bangladesh 34 33,6 66,4 8 14
12 | Bhutan 4,1 80,3 19,7 10,7 151
13 | India 4,1 26,2 73,8 3,7 29
14 | Korea Utara - - - - -
15 | Maladewa 9,8 65,4 34,6 10,5 336
16 | Nepal 51 39,7 60,3 10,9 21
17 | Sri Lanka 42 475 52,5 8,5 85
18 | Timor Leste 13,6 84,6 15,4 14,9 98

Sumber : World Health Statistics 2010, WHO dalam (Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2009)
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Berdasarkan data tersebut menunjukkan pembiayaan yang dikeluarkan
Indonesia di bidang kesehatan tahun 2007 sebesar 54,5 % dari total keseluruhan
pengeluaran di bidang kesehatan, sedangkan dari seluruh pengeluaran pemerintah
hanya sebesar 6,2 %. Padahal kesehatan merupakan suatu kebutuhan yang sangat
penting dan mendasar bagi masyarakat. Salah satu karakteristik kebutuhan
pelayanan kesehatan bersifat "uncertainty” (ketidakpastian) yaitu pelayanan
kesehatan tidak dapat dipastikan baik waktunya, tempatnya, besarnya biaya yang
dibutuhkan maupun tingkat urgensi dari pelayanan tersebut (Ilyas, 2003:7).
Keadaan ini akan menyebabkan kebutuhan pembiayaan kesehatan bersifat
mendadak dan seringkali dalam jumlah besar yang sangat memberatkan.
Ketidakpastian tersebut seharusnya dapat menjadi pasti dengan perlindungan
sistem jaminan pemeliharaan kesehatan. Dengan cara penjaminan, setiap individu
akan membayar biaya pelayanan kesehatan dalam bentuk premi yang dibayar
setiap bulan. Besaran premi yang diperhitungkan secara cermat sebagai upaya
memindahkan resiko sakit ke dalam bentuk biaya tentu relatif kecil bila
dibandingkan biaya pelayanan kesehatan dikeluarkan secara insidentil
(http://www.ppjk.depkes.go.id, 2011).

Sebagai upaya pemeliharaan PNS dan peningkatan kesejahteraan PNS
dalam hal kesehatan, pemerintah menyelenggarakan Asuransi Kesehatan (Askes)
Sosial yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil/ PNS, Penerima Pensiun,
Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 69 tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta
keluarganya. Menurut Thoha (2005:70) Askes adalah jaminan pemberian
pelayanan kesehatan yang diberikan kepada PNS dan keluarganya. Selain untuk
pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan PNS, adanya jaminan kesehatan
tidak lepas dari usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai, meningkatkan
kegairahan dalam bekerja. Besaran penghasilan PNS yang cenderung tetap
sedangkan biaya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan semakin mahal
mengharuskan adanya suatu jaring pengaman sosial di bidang kesehatan. Program

ini bersifat wajib, yang diselenggarakan oleh PT Askes (Persero) sebagaimana
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diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991. Data kepesertaan

Askes Sosial dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.2 Kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS, Penerima
Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan dan Anggota Keluarganya

PNS Aktif
1 9,019,482 9,144,098 9,463,912 10,989,780 11,396,945
Active Civil Servante

Penerima Pensiun PNS
2 2,683,724 3,553,556 3,114,308 3,380,824 3,281,112
Retired of Civil Servante

Penerima Pensiun TNI/POLRI
3 2,125,935 1,263,657 1,141,219 1,209,847 1,190,673
Retired Armies/Police Officers

Veteran/Perintis Kemerdekaam
4 392,603 558,833 432,192 704,200 658,628
Veteran/Independence Soldiers

PTT (Dokter/Bidan)
5 53,032 56,756 26,295 28,801 31,667
Partners Doctors/Midwives

Jumlah Toral 14,274,776 14,576,900 | 14,177,926 16,313,452 16,559,025

Sumber: Laporan Tahunan PT. Askes (Persero) Tahun 2010.

Dari data tersebut terlihat pada tahun 2010 peserta Askes Sosial terbesar
merupakan golongan PNS Aktif yaitu sebesar 11.396.945 jiwa. Penyelenggaraan
Askes bagi PNS merupakan usaha peningkatan kesejahteraan yang dibiayai
bersama antara pemerintah dan PNS sendiri. Sejalan dengan hal tersebut, PNS
mempunyai kewajiban membayar iuran setiap bulan sebesar 2 % (dua persen) dari
penghasilannya, di samping itu pemerintah wajib memberikan subsidi dan iuran
dalam penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi PNS.

Namun terdapat fakta bahwa tidak seluruh PNS menggunakan dan
memanfaatkan Askes Sosial untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatannya.
Berikut merupakan data mengenai pembiayaan yang digunakan oleh PNS dalam
memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan menurut Riset Kesehatan Dasar

2007:
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Tabel 1.3 Pembiayaan Rawat Inap dan Rawat Jalan PNS di Indonesia

No. Rawat Inap % Rawat Jalan %
1 | Menggunakan Askes Sosial 57,50% | Menggunakan Askes Sosial 42%
2 | Membayar sendiri (out of pocket) 59,20% | Membayar sendiri (out of pocket) | 53,80%
3 | Askes Swasta 1,20% | Askes Swasta 0,50%
4 Askeskin 1,70% | Askeskin 1,80%
5 | Penggantian oleh perusahaan 1,60%
6 Sumber lain 1,70%

Sumber: http://km.ristek.go.id, 2010 (telah diolah kembali)

Data tersebut menunjukkan bahwa selain Askes wajib, PNS juga memiliki
sumber biaya lainnya untuk membayar biaya pelayanan kesehatan, misalnya
dengan menjadi peserta Askes swasta. Di sisi lain tidak semua PNS menggunakan
haknya sebagai peserta Askes untuk membayar biaya pelayanan kesehatan dan
yang sangat menarik bahwa ditemukannya PNS yang menjadi peserta Askeskin
(http://km.ristek.go.id, 2010).

Berbagai pihak khususnya PNS mengeluh akan Askes itu sendiri serta
mempertanyakan peranan dari adanya program Askes. Hal ini terkait pelayanan
Askes yang terbilang cukup rumit dan lamban dalam administrasinya, kemudian
terkait fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Askes dapat
dikatakan terbatas atau tidak secara keseluruhan, terkait pula dengan obat-obatan
yang diberikan, pelayanan petugas kesehatan terkadang bersikap diskriminatif
terhadap pasien peserta Askes, dan lain sebagainya. Seperti salah satu keluhan

yang disampaikan melalui surat pembaca Harian Suara Merdeka, Eka Saputro:

“Apa gunanya ikut Askes bila biaya berobat masih banyak ditanggung
sendiri oleh peserta. Terbatasnya akses sarana dan prasarana
pendukung pelayanan kesehatan selama ini juga sering banyak
dikeluhkan peserta. Tengok saja di Askes Cabang Kendal yang
sampai saat ini belum menjalin kerja sama dengan RSUD Kendal
dalam melayani rawat cuci darah (hemodialisa) bagi peserta Askes.
Ini adalah bukti nyata belum optimalnya pelayanan Askes bagi
peserta dalam mendapatkan pelayanan kesehatan secara wajar.
Belum lagi kualitas pelayanan peserta di rumah sakit yang masih
dinomorduakan oleh pihak rumah sakit (ingat kasus pasien Askes -
Lasminah - yang meninggal dunia karena tidak mendapat pelayanan
yvang memadai di rumah sakit pemerintah, (SM, 14/9/2011) adalah
bukti nyata jeleknya sistem manajerial dalam PT Askes. Keluhan
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pembatasan tarif pelayanan dan jenis obat DPHO, baik secara
kualitas maupun kuantitas sebagaimana SK Direksi PT Askes No 410/
Kep 1107/ 2007 tentang pembatasan/restruksi plafon obat DPHO. SK
ini juga dipandang sebagai bentuk pengebiran hak-hak peserta,
karena tidak semua jenis obat DPHO yang ditentukan sepihak ini
sesuai dan cocok dengan karakteristik jenis penyakit kronis pasien
tertentu (misalnya gagal ginjal, hipertensi, jantung maupun kencing
manis). Akhirnya berbagai pertanyaan maupun keluhan tersebut
rasanya sangat wajar dilontarkan, mengingat transparansi,
profesionalitas dan akuntabilitas kinerja Askes selama ini masih jauh
dari harapan peserta” (suaramerdeka.com, 2011).

Selain keluhan dari surat pembaca tersebut, dalam Laporan Tahunan PT
Askes (Persero) 2012, terdapat rangkuman keluhan peserta secara keseluruhan di

Indonesia terkait dengan Askes. Rangkuman tersebut terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4 Jumlah Keluhan Askes Tahun 2010

1 Obat Drugs 484 526 306 455 470
2 Pelayanan Medis di PPK Medical Services at PPK 343 273 282 396 663
Pelayanan Administrasi Non Medis di PPK
3 Administration on Non Medical at PPK 298 238 169 325 603
’ Pelayanan Administrasi di PT Askes
Administration of PT Askes 119 173 145 208 1450
5 Pelayanan Khusus Special Treatment 53 23 27 37 32
Jumlah Total 1.297 1.233 929 | 1421 | 3.218

Sumber: Laporan Tahunan PT. Askes (Persero) Tahun 2010

Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah keluhan terhadap obat, pelayanan
medis di PPK (Penyedia Pelayanan Kesehatan), pelayanan administrasi nonmedis
di PPK, dan pelayanan administratif di PT Askes pada tahun 2010 meningkat dari
tahun 2009. Hanya pelayanan khusus saja yang menurun dari tahun sebelumnya.
Keluhan-keluhan tersebut didasari dengan memang tidak seluruh pembiayaan
pelayanan kesehatan yang dibutuhkan PNS dapat ditanggung oleh Askes. Salah
satunya seperti selama ini CPNS, PNS, dan pensiunan PNS harus membayar
selisih biaya kesehatan yang cukup besar, sehingga memberatkan pegawai yang
gajinya tidak terlalu besar. Contohnya, biaya rumah sakit mencapai Rp 50 juta, PT

Askes hanya menanggung maksimal 30 persennya yaitu Rp 15 juta, kemudian Rp
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35 juta harus dibayarkan PNS. Hal tersebut sangat memberatkan PNS yang
akhirnya PNS  seringkali mengeluh dengan keadaan seperti itu

(www.beritajakarta.com, 2011).

Seperti PNS di seluruh Indonesia, salah satu daerah di Indonesia yang
memiliki sumbangsih besar terhadap perekonomian Indonesia karena memiliki
PDB (Product Domestic Bruto) terbesar dari seluruh Provinsi di Indonesia yaitu
sebesar 16,2 % dan sebagai ibukota negara yaitu Provinsi DKI Jakarta para PNS-
nya juga merupakan peserta Askes Sosial. Namun seperti yang telah disebutkan
sebelumnya dengan berbagai keluhan terkait Askes dan bahwa dengan
menggunakan Askes sosial hanya dapat menanggung biaya pelayanan kesehatan
PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta rata-rata hanya sebesar 15
persen sedangkan sisanya sebesar 85 persen ditanggung oleh PNS yang
bersangkutan, Askes Sosial dinilai belum dapat memenuhi kebutuhan akan

pelayanan kesehatan PNS (www.beritajakarta.com, 2011).

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan
Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai
Negeri Sipil dan Penerima Pensiun Pasal 5 Ayat 2 menjelaskan bahwa Iuran yang
diberikan Pemerintah dalam penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi Pegawai
Negeri Sipil dan Penerima Pensiun besarnya sama dengan iuran yang dibayar oleh
Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun. Namun demikian, pelaksanaannya
dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
Pengertian iuran diberikan secara bertahap di sini adalah Pemerintah selalu
meningkatkan besarnya iuran dari waktu ke waktu sampai dengan mencapai
besarnya iuran yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini sebagai kewajiban
Pemerintah dalam penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil
dan Penerima Pensiun. Keuangan negara meliputi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Terkait dengan Konstitusi Negara dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengamanatkan pembiayaan
kesehatan dijamin oleh Pemerintah dan untuk melaksanakan Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah, serta belum

maksimalnya Askes Sosial dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pelayanan
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kesehatan PNS membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan dan
melaksanakan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Pegawai Negeri
Sipil (JPK-PNS). Program tersebut dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Provinsi DKI Jakarta. JPK-PNS merupakan bantuan pembayaran selisih
biaya (cost sharing) pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh PT Askes
(Persero) yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pelaksanaan
Program JPK PNS ini dikelola oleh Unit Penyelenggara Jaminan Kesehatan
Daerah (UP.Jamkesda) Provinsi DKI Jakarta dengan bekerjasama dengan PT.
Askes (Persero) dan Penyedia Pelayanan Kesehatan/ PPK seperti Puskesmas,
Dokter Keluarga, Balai Kesehatan Karyawan/Balkeskar dan Rumah Sakit yang
sesuai dengan Pasal 32 — 37 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009.

Pembiayaan kesehatan CPNS, PNS, dan pensiunan PNS Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta dalam APBD Tahun Anggaran 2011 lalu terdapat tiga pos
anggaran, yaitu alokasi anggaran pemotongan gaji PNS sebesar Rp 76 miliar yang
diserahkan ke PT Askes (Persero), alokasi anggaran subsidi pemerintah untuk
biaya kesehatan PNS sebesar Rp 76 miliar, dan anggaran JPK-PNS sebesar Rp 75
miliar. Adanya tiga alokasi anggaran tersebut membuat pembayaran biaya
kesehatan seluruh pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pensiunannya
gratis. Pembentukan program JPK-PNS, selain membantu pembayaran biaya
kesehatan CPNS, PNS, dan pensiunan PNS secara keseluruhan, juga sebagai
bentuk penghargaan Pemerintah Provinsi DKI terhadap pegawainya yang telah
bekerja keras memberikan pelayanan kepada warga Jakarta. Program ini
diharapkan dapat membuat PNS dapat bekerja dengan lebih tenang, karena ketika
sakit seluruh biaya kesehatan, baik rawat inap hingga obat-obatan, sepenuhnya

ditanggung Pemprov DKI (www.beritajakarta.com, 2011). Selain itu, adanya

jaminan pemeliharaan kesehatan tidak lepas dari usaha untuk meningkatkan
kinerja pegawai dan meningkatkan kegairahan dalam bekerja. Seperti yang
dijelaskan Kepala UP Jamkesda Provinsi DKI Jakarta, “adanya jaminan
kesehatan tidak lepas dari usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai”

(kesehatan.kompas.com: 2011).
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Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya JPK-PNS sangat berpengaruh
terhadap pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan PNS khususnya untuk
golongan I dan II dan berikut kutipan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo :
"Kalau Askes itu ada limitnya, dan mereka sering kena biaya tambahan yang
masih besar. Nah, ini adalah program untuk menutupi biaya tambahan terutama

untuk golongan I dan 11" (www.beritajakarta.com, 25 Februari 2012). Hal tersebut

dikarenakan ketika hanya dengan menggunakan Askes sosial, PNS hanya
ditanggung 15% dari biaya yang harus dibayar dan sisanya harus dibayar sendiri.
Sejak adanya JPK-PNS, PNS dibebaskan dari sisa biaya tersebut karena telah
ditanggung oleh JPK-PNS (www.beritajakarta.com, 2011).

1.2 Pokok Permasalahan

Progam Asuransi Kesehatan (Askes) Sosial sebagai kompensasi finansial
tidak langsung diselenggarakan sebagai jaminan pemeliharaan kesehatan Pegawai
Negeri Sipil/ PNS, Penerima Pensiun, Veteran, dan Perintis Kemerdekaan beserta
keluarganya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1991 tentang
Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, dan
Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya mengingat pentingnya kesehatan bagi
PNS. Namun, terdapat fakta bahwa tidak seluruh PNS menggunakan Askes untuk
memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan padahal setiap PNS sudah membayar
premi sebesar 2 % (dua persen) dari gajinya setiap bulan ditambah subsidi yang
diberikan oleh pemerintah. Hal tersebut dapat terlihat dari data Riskesdas (Riset
Kesehatan Dasar) Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian
Kesehatan RI tahun 2007. Selain itu terdapat banyak keluhan dari peserta Askes
terhadap pelayanan Askes Sosial. Hal tersebut terlihat dari data rangkuman
keluhan Askes Sosial dalam Annual Report PT Askes (Perser) Tahun 2010 yang
menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun keluhan terhadap Askes Sosial
cenderung meningkat. Problem-problem tersebut terindikasi karena memang
Askes Sosial tidak dapat memenuhi sepenuhnya kebutuhan pelayanan kesehatan
PNS. Salah satunya seperti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang merasa bahwa
Askes Sosial belum maksimal memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan PNS

yaitu hanya sebesar 15 %.
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Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang merupakan Ibukota negara yang
memiliki sumbangsih besar terhadap perekonomian Indonesia karena memiliki
PDB (Product Domestic Bruto) terbesar dari seluruh Provinsi di Indonesia yaitu
sebesar 16,2 % berinisiatif untuk membuat kebijakan mengenai progam Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil (JPK-PNS). Adanya JPK-PNS
sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan PNS
khususnya untuk golongan I dan II karena ketika Askes PNS hanya menanggung
15% dari biaya yang harus dibayar dan sisanya harus dibayar sendiri, namun sejak
adanya JPK-PNS tersebut PNS dibebaskan dari sisa biaya tersebut karena telah
ditanggung oleh JPK-PNS. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk
membahas peranan program JPK-PNS bagi PNS Pemprov DKI Jakarta, secara
komprehensif dengan mengajukan pertanyaan penelitian: ‘“Bagaimana peranan
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil (JPK-PNS) dalam
memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan PNS Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta?”.

1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peranan Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK-PNS) dalam

memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

1.4 Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian yang diharapkan dapat berimplikasi pada bidang
akademis dan praktis yang dirumuskan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1.4.1. Signifikansi Akademis

Penelitian ~ diharapkan  dapat memberikan  kontribusi  terhadap
perkembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dalam bidang Ilmu Administrasi
mengenai Manajemen Sumber Daya Manusia, dalam hal Kesejahteraan PNS.
Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan data

tambahan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dalam tema sejenis.
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1.4.2. Signifikansi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran kepada
Pemerintah Provinsi DKI terkait Program JPK-PNS dalam upaya memenuhi
kesejahteraan PNS dalam hal pemeliharaan kesehatan PNS. Penelitian ini juga
diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah pusat dan juga sebagai
referensi pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota lainnya agar dapat meningkatkan

pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan PNS.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyajian hasil penelitian ini dan dalam rangka
memenuhi kaidah dan sistematika penulisan, maka digunakan sistematika
penulisan dari Bab 1 sampai dengan Bab 6 beserta muatan masing-masing bab

sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, pokok
permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan

sistematika penulisan

BAB IT KERANGKA PEMIKIRAN

Pada bab ini akan dibahas kerangka pemikiran yang akan
digunakan dalam penelitian ini. Sub-bab yang terdapat dalam bab

ini adalah tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai metode penelitian yang
digunakan untuk menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian ini.
Penjelasan mengenai metode penelitian ini akan memuat
pendekatan penelitian yang digunakan, jenis penelitian, teknik

pengumpulan data, dan teknik analisis data.
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BAB IV ANALISIS PERANAN JAMINAN PEMELIHARAAN
KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (JPK-PNS)
DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN PELAYANAN
KESEHATAN PNS PEMERINTAH PROVINSI DKI
JAKARTA

Bab ini akan membahas dan menganalisis data yang telah
dikumpulkan mengenai peranan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Pegawai Negeri Sipil (JPK-PNS) dalam memenuhi kebutuhan

pelayanan kesehatan PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini terbagi dalam dua sub-bab, yaitu simpulan dan
rekomendasi. Simpulan akan memuat hal-hal penting tentang
temuan hasil penelitian, dan rekomendasi akan memuat saran
teoritis dan praktis yang dapat diusulkan berdasarkan hasil analisis
dan temuan peneliti dari perspektif teoritis dan pelaksanaan

penelitian.

1.6 Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi hanya pada lingkup Peranan Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan PNS aktif, sehingga Penerima Pensiun tidak termasuk di dalam
penelitian ini. Untuk mengetahui gambaran peranan JPK-PNS, peneliti
memfokuskan pada latar belakang adanya program, pelaksanaan program, dan
pemanfaatan JPK-PNS dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan PNS
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan kendala dalam pelaksanaan program JPK-
PNS. Dengan demikian peneliti dapat memfokuskan penelitian dan menghindari

ketidakjelasan informasi serta menghindari pelebaran pembahasan penelitian.
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BAB 2
KERANGKA PEMIKIRAN

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka beberapa
penelitian dan kajian ilmiah terdahulu. Selain itu, pada bab ini juga akan
menjabarkan kerangka pemikiran yeng terkait dengan tema penelitian peranan
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil (JPK-PNS) dalam

memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian mengenai “Peranan Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Pegawai Negeri Sipil (JPK-PNS) dalam Memenuhi Kebutuhan
Pelayanan Kesehatan PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta”, diperlukan
peninjauan kembali terhadap penelitian-penelitian terkait yang pernah dilakukan
sebelumnya. Di sini peneliti mengambil dua penelitian pendahulu yang terkait
dengan penelitian ini.

Penelitian pertama berjudul “Peranan Askes dalam Pelayanan Kesehatan
Pada Pensiunan ABRI dan Pensiunan PNS ABRI di Rumah Sakit Tingkat III
01.06.01 Banda Aceh” karya H.T. Hanafiah, tahun 2000. Tujuan dari penulisan
penelitian ini secara umum yaitu untuk mendapatkan gambaran umum bagaimana
peranan PT. Askes (Persero) dalam upaya meningkatkan penggunaan pelayanan
kesehatan oleh peserta Askes di Rumah Sakit Tingkat IIT 01.06.01 Banda Aceh
tahun 1999; dan secara khusus untuk mengetahui keadaan pelayanan kesehatan
rawat inap, pelayanan kesehatan rawat jalan, keadaan pelayanan obat dan sistem
pembiayaan yang menggunakan Askes, serta untuk mengetahui peranan atau
upaya Askes dalam meningkatkan penggunaan pelayanan kesehatan. Penelitian
ini menggunakan metode kuantitatif. Dalam penelitian ini, digunakan beberapa
konsep dan definisi diantaranya mengenai asuransi dan asuransi kesehatan. Hasil
penelitian ini berkesimpulan bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap 72
responden yang terdiri dari 60 pasien rawat jalan dan 12 orang pasien rawat inap

serta pengolahan data, disimpulkan peranan Askes dalam pelayanan rawat jalan
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dengan memperhatikan pengetahuan, pengertian, pendapat peserta tentang
prosedurnya, haknya dan sebagainya dapat dikatakan sedang (56,6 %); tingkat
pelayanan rawat inap yang digunakan sedang (50 %); untuk pelayanan obat yang
diterima oleh peserta ternyata kurang (73,6 %); untuk pelayanan dengan sistem
pembiayaan kurang (65,2 %); dan belum adanya informasi yang khusus di RS
Tingkat III tentang pelayanan kesehatan dengan Askes. Penulis dalam penelitian
ini memberikan saran untuk peningkatan penggunaan pelayanan Askes dan
pemahaman peserta tentang Askes, perlu adanya pemberian informasi dan
penyuluhan yang khusus tentang layanan Askes di RS Tingkat III 01.06.01 Banda
Aceh; perlu adanya kerjasama dengan wadah pensiunan ABRI (Pepabri); pihak
Askes perlu mengoptimalkan pelayanan pelanggan dengan cara menanggapi
keluhan, saran, dan lain-lain yang dikirimkan ke pihak Askes; dan perlu
melakukan kegiatan kepedulian para petugas PT Askes (Persero) dengan
mengadakan kunjungan ke tempat peserta atau rumah peserta, sebagaimana
program kepedulian tahun 1995.

Penelitian kedua adalah Jurnal Ilmiah (Jurnal Media Hukum, Volume 17
No.1 Juni 2010) yang berjudul “Pelaksanaan Hak Atas Kesehatan Bagi Pegawai
Negeri Sipil Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Pada PT. Askes (Persero)
Pekanbaru”, karya Evi Deliana, tahun 2010. Tujuan dari penulisan jurnal ini yaitu
untuk mengetahui pelaksanaan hak atas kesehatan bagi PNS sebagai bagian dari
hak asasi manusia pada PT. Askes (Persero) Pekanbaru. Dalam jurnal ini, penulis
menggunakan konsep mengenai HAM dan Asuransi Kesehatan. Metodologi yang
digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat Yuridis sosiologis (penelitian
hukum empiris). Kesimpulan dari Jurnal ini yaitu ditinjau dari HAM, pemerintah
telah berupaya memenuhi hak atas kesehatan PNS, namun membatasi untuk
kesempatan untuk meningkatkan taraf kesehatan mereka dengan tidak boleh
memilih produk Askes; menjadi peserta Askes merupakan wajib bagi PNS,
namun pelayanan PPK (Petugas Pelayanan Kesehatan) sering dikeluhkan oleh
PNS. Dalam jurnal ilmiah ini juga menyarankan agar perlu upaya progresif dari
pemerintah untuk meningkatkan standar pelayanan asuransi kesehatan PNS

melalui peningkatan sumber dana, sumber daya dan kebijakan, serta perlu
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dibuatnya perjanjian asuransi (polis) yang memuat hak dan kewajiban para pihak
yaitu PNS dan PT. Askes (Persero).

Penelitian-penelitian terdahulu yang telah ditinjau peneliti membantu
memberikan gambaran kepada peneliti setidaknya untuk dua hal: pertama,
mengenai konsep-konsep yang dapat digunakan untuk penelitian ini dan kedua,
mengenai posisi penelitian ini dibandingkan penelitian-penelitian terdahulu
tersebut. Terkait dengan hal pertama, penelitian ini menggabungkan beberapa
konsep yang telah digunakan penelitian terdahulu, seperti konsep hak PNS dalam
hal ini kesejahteraan PNS, Asuransi, dan Asuransi Kesehatan. Terkait dengan hal
kedua, penelitian ini memiliki posisi yang unik dibandingkan kedua penelitian
tersebut. Hal ini disebabkan objek penelitian yang dikaji berbeda dibandingkan
kedua penelitian tersebut. Penelitian pertama berfokus pada permasalahan peranan
askes dalam pelayanan kesehatan pada pensiunan ABRI dan Pensiunan PNS
ABRI di Rumah Sakit Tingkat III 01.06.01 Banda Aceh. Sedangkan penelitian
kedua fokus pada pelaksanaan hak atas kesehatan PNS sebagai bagian dari HAM.

Keterkaitan penelitian ini dengan kedua penelitian tersebut yaitu sama-
sama membahas mengenai program kesejahteraan dalam hal kesehatan, yaitu
program jaminan kesehatan. Penelitian ini mengombinasikan alat dan obyek dari
penelitian-penelitian tersebut sehingga yang dilihat adalah peranan program
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil (JPK-PNS) dalam
memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Penelitian ini dibuat pada waktu yang lebih kini sehingga lebih tepat untuk
dijadikan acuan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya melakukan perbaikan.
Penilaian peranan pada penelitian ini adalah alat untuk menggambarkan
bagaimana Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan tersebut memiliki
keterlibatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan PNS, yang pada
akhirnya dapat menjadi bahan pertimbangan yang penting bagi pemerintah daerah
penelitian untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada program yang

dilaksanakan.
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Tabel 2.1 Matriks Tinjauan Pustaka

Penelitian
S Penelitian Kedua | Penelitian Ketiga
Judul Peranan Askes Pelaksanaan Hak Peranan Jaminan
Dalam Pelayanan | Atas Kesehatan Pemeliharaan
Kesehatan Pada Bagi Pegawai Kesehatan (JPK)
Pensiunan ABRI | Negeri Sipil PNS Dalam
dan Pensiunan Sebagai Bagian Memenuhi
PNS ABRI di Dari Hak Asasi Kebutuhan
Rumah Sakit Manusia Pada PT. | Pelayanan Kesehatan
Tingkat III Askes (Persero) PNS Pemerintah
01.06.01 Banda Pekanbaru Provinsi DKI
Aceh Jakarta.
Tahun 2000 2010 2011
Nama H.T. Hanafiah, Evi Deliana Nastia Rini
Peneliti (Bappeda D.I. (Fakultas Hukum
Aceh) Univ. Riau)
Tujuan Untuk Untuk mengetahui | Untuk
mendapatkan pelaksanaan hak menggambarkan

gambaran umum
bagaimana
peranan PT.
Askes (Persero)
dalam upaya
meningkatkan
penggunaan
pelayanan
kesehatan oleh
peserta Askes di
Rumah Sakit
Tingkat III
01.06.01 Banda

atas kesehatan bagi
PNS sebagai
bagian dari hak
asasi manusia pada
PT. Askes
(Persero)

Pekanbaru.

peranan Jaminan
Pemeliharaan
Kesehatan Pegawai
Negeri Sipil (JPK-
PNS) dalam
memenuhi
kebutuhan pelayanan
kesehatan PNS
Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta.

Universitas Indonesia

Peranan program..., Nastia Rini, FISIP Ul, 2012



19

Aceh tahun 1999.

Pendekat | Kuantitatif Kualitatif Kualitatif

an

penelitian

Jenis Deskriptif Yuridis sosiologis | Deskriptif

penelitian (penelitian hukum

empiris)

Teknik Data Primer: Data Primer: Data Primer:

pengum- | Kuesioner dan Kuesioner dan Wawancara

pulan Wawancara Wawancara mendalam

data Data Sekunder: Data Sekunder: Data Sekunder:
Studi Studi Kepustakaan | Studi kepustakaan
Kepustakaan

Hasil Berdasarkan hasil | Ditinjau dari HAM, | Berdasarkan hasil

Penelitian | penelitian pemerintah telah penelitian yang telah
terhadap 72 berupaya diuraikan pada bab
responden yang memenuhi hak atas | sebelumnya, telah
terdiri dari 60 kesehatan PNS, diketahui bahwa
pasien rawat jalan | namun membatasi | Jaminan
dan 12 orang untuk kesempatan | Pemeliharaan

pasien rawat inap
serta pengolahan
data, disimpulkan
peranan Askes
dalam: pelayanan
rawat jalan
dengan
memperhatikan
pengetahuan,
pengertian,
pendapat peserta

tentang

untuk
meningkatkan taraf
kesehatan mereka
dengan tidak boleh
memilih produk
Askes; Menjadi
peserta Askes
merupakan wajib
bagi PNS, namun
pelayanan PPK
sering dikeluhkan
oleh PNS. Dalam

Kesehatan Pegawai
Negeri Sipil (JPK-
PNS) berperan
dalam memberikan
kepastian jaminan
kesehatan kepada
PNS Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta
karena JPK-PNS
sebagai on top
benefit merupakan

jaminan yang
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prosedurnya,
haknya dan
sebagainya dapat
dikatakan sedang
(56,6 %); tingkat
pelayanan rawat
inap yang
digunakan sedang
(50 %); untuk
pelayanan obat
yang diterima
oleh peserta
ternyata kurang
(73,6 %); untuk
pelayanan dengan
sistem
pembiayaan
kurang (65,2 %);
dan belum adanya
informasi yang
khusus di RS
Tingkat III
tentang pelayanan
kesehatan dengan

Askes.

jurnal ilmiah ini
juga menyarankan
agar perlu upaya
progresif dari
pemerintah untuk
meningkatkan
standar pelayanan
asuransi kesehatan
PNS melalui
peningkatan
sumber dana,
sumber daya dan
kebijakan.dan perlu
dibuatnya
perjanjian asuransi
(polis) yang
memuat hak dan
kewajiban para
pihak yaitu PNS
dan PT. Askes

(Persero).

menanggung iur
biaya atau cost
sharing dari Askes
Sosial dalam
memenuhi
kebutuhan pelayanan
kesehatan PNS
Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta. Selain
itu JPK-PNS juga
berperan sebagai
program kompensasi
finansial tidak
langsung sehingga
PNS telah merasa
dihargai sebagai
PNS Pemerintah
Provinsi DKI
Jakarta.

Kerangka Pemikiran

2.2.1 Konsep Peran

Makna dari kata “Peran” dijelaskan lewat beberapa cara (Suhardono, 1994:
3). Pertama, suatu penjelasan historis menyebutkan, konsep peran semula
dipinjam dari kalangan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani

kuno atau Romawi. Dalam arti ini, peran menunjuk pada karakterisasi yang
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disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama.
Kedua, suatu penjelasan yang merujuk pada konotasi ilmu sosial, yang
mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika
menduduki suatu karakterisasi (posisi) dalam struktur sosial. Ketiga, suatu
penjelasan yang lebih bersifat operasional, menyebutkan bahwa peran seorang
aktor adalah suatu batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-
sama berada dalam satu “penampilan/untuk peran” (role performance). Hubungan
antara pelaku (actor) dan pasangan-laku perannya (role partner) bersifat saling
terkait dan saling mengisi; karena dalam konteks sosial, tak satu peran pun dapat
berdiri sendiri tanpa yang lain. Dengan ungkapan lain, suatu peran akan
memenuhi keberadaannya, jika berada dalam kaitan posisional yang menyertakan
dua pelaku peran yang komplementer.

Peran dapat didefinisikan sebagai sekumpulan fungsi yang dilakukan oleh
seseorang sebagai tanggapan terhadap harapan-harapan dari para anggota penting
sistem sosial yang bersangkutan dan harapan harapannya sendiri dari jabatan yang
ia duduki dalam sistem sosial itu. Peranan merupakan suatu konsepsi kewajiban
(Pareek, 1985: 2). Tiap peranan mempunyai sistem, terdiri dari pemegang peranan
dan mereka yang mempunyai hubungan langsung dengan pemegang peranan, dan
sejumlah harapan dari peranan itu (Pareek, 1985: 3-4).

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (stafus). Apabila
seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya
maka dia manjalankan suatu peranan. Pembedaan antara kedudukan dengan
peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Ke duanya tak dapat
dipisah-pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya
(Soekanto, 1990: 268). Levinso dalam Soekanto (1990: 269) mengemukakan
bahwa peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai
suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta
menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal, yaitu:

a) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau
tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan
rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam

kehidupan kemasyarakatan.
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b) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh
individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

c) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi
struktur sosial masyarakat.

Terdapat dua paham dalam teori peran yaitu paham strukturalis dan paham
interaksionis. Paham strukturalis lebih mengaitkan antara peran-peran sebagai
untit kultural serta mengacu ke perangkat hak dan kewajiban, yang secara
normatif telah dicanangkan oleh sistem budaya. Sitem budaya tersebut
menyediakan suatu sistem posisional, yang menunjuk pada suatu unit dari struktur

<

sosial, yaitu suatu “...location ini system of social relationship” (Yinger, 1965:
99). Pada intinya, konsep struktur menonjolkan suatu konotasi pasif-statis, baik
pada aspek permanensi, maupun aspek saling-kait antara posisi satu dengan
lainnya. Paham interaksionis lebih memperlihatkan konotasi aktif-dinamis dari
fenomena peran, terutama setelah peran tersebut merupakan suatu “perwujudan
peran” (role enactment), yang bersifat lebih hidup serta lebih organis, sebagai
unsur dari sistem sosial yang telah diinternalisasi oleh self dari individu pelaku
peran. Dalam hal ini, pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang
didudukinya. Karenanya, ia berusaha untuk selalu nampak “mumpuni”’ dan

dipersepsi oleh pelaku lainnya sebagai “tak menyimpang” dari sistem harapan

yang ada dalam masyarakatnya (Suhardono, 1994: 4).

2.2.2 Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia adalah pendekatan terhadap manajemen
manusia. Aktivitas MSDM meliputi usaha peningkatan produktivitas,
pemanfaatan sumberdaya manusia, dan unsur-unsur yang berkaitan dengan SDM
seperti pengadaan/rekrutmen, pengembangan, pemberian imbalan, motivasi,
mutasi dan pemberhentian. Pemahaman mengenai MSDM berkiblat pada
pendapat-pendapat para pakar sebagai berikut (Sulistyani dan Rosidah, 2009:13-
15):
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Moses N. Kigunggu (1989)

“Human resource management... is the development and utilization of
personnel for the effecyive achievement of individual, organizational,
community, national, and international goals and objectives.”

MSDM adalah pengembangan dan pemanfaatan pegawai dalam rangka
tercapainya tujuan dan sasaran individu, organisasi, masyarakat, bangsa
dan internasional yang efektif.

Edwin B. Flippo yang dikutip oleh Handoko (1994)

“perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-
kegiatan ~ pengadaan,  pengembangan, pemberian  kompensasi,
pengintegrasian, pemeliharaan dan pele